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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 147/PMK.07/2006 TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI DAERAH


I. FORMAT SURAT USULAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH 

	KOP SURAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA


Nomor
: [NOMOR SURAT]



           [KOTA], [TGL, BLN, THN]
Sifat

: [SIFAT SURAT]
Lampiran
: 5 (lima) Berkas
Hal

: Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah
Yth.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Jakarta

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:           /PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, dengan ini kami mengusulkan rencana penerbitan obligasi daerah bagi pembiayaan Kegiatan [NAMA KEGIATAN], untuk dapat disetujui.
Sebagai bahan penilaian bagi Bapak/Ibu, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan Kegiatan;
2. Kerangka Acuan Kegiatan;

3. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran [ANGKA TAHUN BERSANGKUTAN] dan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD 3 (tiga) tahun terakhir;

4. Perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali Obligasi Daerah/proyeksi Debt Service Coverage Ratio (DSCR);

5. Surat persetujuan prinsip dari DPRD.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
Gubernur/Bupati/Walikota
[NAMA DAERAH]
[Tanda Tangan]

[NAMA KEPALA DAERAH]
II. STUDI KELAYAKAN KEGIATAN
Studi kelayakan Kegiatan adalah suatu rangkaian penelitian yang dilakukan dengan kriteria dan metode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran penelitian atas usulan Kegiatan.

Dalam studi kelayakan dilakukan kajian dan analisis terhadap manfaat dan risiko yang diusulkan akan diperhitungkan dengan rinci dari berbagai aspek pelaksanaan Kegiatan. Kajian dan analisis akan dilakukan dengan cara mengindetifikasi secara kuantitatif dan kualitatif manfaat dan risiko yang akan dan mungkin  terjadi  akibat pelaksanaan, termasuk langkah-langkah antisipasi mengatasi risiko tersebut.

Uraian umum yang akan dikaji dan dianalisis dalam studi kelayakan Kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Analisa Hukum 

Analisa hukum adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kegiatan/proyek, yang bertujuan untuk menilai kelayakan Kegiatan tersebut secara hukum. Penelitian yang akan dilakukan dengan melihat kepada aspek kewenangan, pelaksanaan, pengelolaan, alokasi dana dan pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan, pengawasan sampai kepada tujuan pelaksanaan Kegiatan terebut.
II. Analisa Kelayakan Teknis

Analisa teknis adalah gambaran kondisi teknis dari rencana Kegiatan yang memperhitungkan unsur teknik dan non teknik, seperti misalnya ketersedian material dan kemudahan pelaksanaan agar suatu Kegiatan dapat dilaksanakan. Analisa ini dilakukan dengan cara  melihat kepada karakteristik, jangka waktu, kebutuhan, dan pelaksanaan yang akan disesuaikan dengan perkiraan biaya yang ditentukan untuk membiayai Kegiatan tersebut.

Analisa teknis yang dilakukan mencakup antara lain:

1. Prediksi kebutuhan suatu Kegiatan/proyek dalam mencapai sasaran pada jangka waktu tertentu beserta alternatif skenario dan analisis sensitivitas yang akan menjelaskan besaran dan tingkat kebutuhan atas usulan Kegiatan yang dikaji secara teknis dalam rentang waktu tertentu.
2. Pra desain yang berisi informasi teknis yang cukup untuk memprediksi besaran biaya yang diperlukan selama Kegiatan tersebut dirancang hingga dilaksanakan.
3. Kajian penggunaan teknologi, perlengkapan dan proses.
4. Pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
III. Analisa Kelayakan Ekonomi 

Analisa ekonomi adalah gambaran atas efisiensi penggunaan sumber daya (input) dengan manfaat (outcome) yang diperoleh dalam pelaksanaan Kegiatan. Analisa ini mencakup aspek sosial, lingkungan, dan/atau ekonomi dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan karena adanya kesempatan yang hilang (opportunity cost) dari penggunaan sumber daya maupun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan. Analisa kelayakan ekonomi berisi analisis secara kuantitatif perkiraan hasil dari Kegiatan yang diusulkan tersebut. Analisis tersebut dapat memperhitungkan faktor pengembalian investasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta memperbandingkan tingkat keefektifitasan dari Kegiatan tersebut selama waktu yang disiapkan (service time) dengan beberapa alternatif skenario penggunaan sumber daya yang ada dan tingkat kebutuhan pelayanan oleh masyarakat.

Analisa Kelayakan Ekonomi mencakup antara lain:

1. Analisa dampak lingkungan;

Analisa dampak lingkungan adalah kajian terhadap dampak atau akibat yang akan terjadi pada saat pelaksanaan Kegiatan sampai pada saat pengimplementasian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi Kegiatan yang dikuantifikasi menjadi biaya, dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Analisa dampak lingkungan mencakup antara lain:

a. Ringkasan UKL/UPL; 

b. Ringkasan AMDAL.
2. Analisa terhadap aspek sosial yang dilakukan dengan memperhitungkan penyebaran manfaat dari kegiatan pada masyarakat di wilayah yang berbeda. Analisis ini juga memperhitungkan faktor alokasi manfaat, tingkat pertumbuhan, dan distribusi dari manfaat secara efisien dalam kurun waktu yang bersamaan;
3. Analisa manfaat dan biaya sosial untuk mengetahui Kegiatan tersebut layak secara ekonomi dan efektif dalam penggunaan sumber daya;
4. Hal-hal yang diperhatikan dan menjadi parameter kunci dalam kajian ekonomi adalah Economic Internal Rate of Return (EIRR) dan Net Present Value (NPV). Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator (justification) ekonomi dari suatu Kegiatan. NPV juga dapat menggambarkan kebutuhan dukungan finansial berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan (worth of project). 
IV. Analisa Kelayakan Keuangan

Analisa keuangan merupakan kajian lebih rinci mengenai perkiraan biaya dan penerimaan yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan/proyek yang diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan, yang diperhitungkan dengan menggunakan harga pasar. 

Analisa keuangan berisi kajian perkiraan pendapatan dan pembiayaan dari suatu Kegiatan. Kajian ini memperhitungkan keuntungan finansial dan komersial dari Kegiatan tersebut pada kondisi pasar.

Analisa kelayakan keuangan mencakup antara lain:

a. Perkiraan biaya;
b. Penerimaan;
c. Kelayakan dari aspek keuangan.
Analisa kelayakan keuangan juga memuat informasi mengenai proyeksi keuangan Kegiatan. Proyek keuangan Kegiatan tersebut minimal memuat informasi-informasi sebagai berikut:

A. 
Rencana Investasi

Meliputi rencana pendanaan (financing plan) yang mencakup perhitungan dan jadwal pengeluaran investasi dalam harga konstan (harga-harga pada saat perhitungan dilakukan) dan harga berlaku dengan mengacu pada standar Badan Pusat Statistik (BPS).

B.
Proyeksi Penerimaan

Meliputi perkiraan penerimaan dari proyek yang didanai dari Obligasi Daerah dan subsidi APBD jika ada.

C.
Asumsi
(1)
Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam proyeksi seperti tingkat inflasi, data dan perkiraan laju pertumbuhan penduduk, pendapatan regional per kapita, dan sebagainya; dan

(2)
Parameter-parameter dan asumsi-asumsi operasional lainnya yang berkaitan dengan penerimaan/pendapatan dan biaya.

D.
Pengembalian Pinjaman
(1)
Proyeksi pengembalian pinjaman pokok dan pembayaran bunga yang timbul dari Obligasi Daerah; dan
(2)
Proyeksi subsidi APBD jika ada.

Bentuk Proyeksi Keuangan dapat berbentuk sebagaimana dalam contoh berikut ini:

	KETERANGAN
	TAHUN

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	Proyeksi Beban Pembiayaan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Pembangunan Konstruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Pembangunan Instalasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Pengadaan Barang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Biaya Konsultan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Pengoperasian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Biaya Operasional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Gaji Pekerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Pemeliharaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Pembayaran Pokok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Pembayaran Bunga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Proyeksi Sumber Penerimaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Dana Obligasi Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Penerimaan Kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Subsidi APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Catatan:

· Proyeksi Keuangan diperhitungkan hingga tahun dimana Obligasi Daerah jatuh tempo

· Seluruh data harus disesuaikan dengan APBD.

V. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan adalah gambaran mengenai peran serta lingkungan sekitar dan aspek yang terkait dengan Kegiatan seperti instansi yang terkait dan peran masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan.

Suatu Kegiatan dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila manfaat yang diperoleh dari Kegiatan tersebut lebih besar daripada dampak negatif (risiko) yang ditimbulkan, serta terdapat cara untuk mengatasi risiko tersebut.

Secara umum, dokumen Studi Kelayakan Kegiatan berisi informasi sebagai berikut:

a. Pendahuluan

1) Latar Belakang Kegiatan;
2) Maksud dan Tujuan Kegiatan;
3) Ruang Lingkup Kegiatan.
b. Gambaran Umum

Gambaran umum berisi penjelasan mengenai kondisi saat ini yang akan diperbaiki dan masalah yang akan diselesaikan.

Gambaran umum juga menjelaskan sumber daya yang telah dimiliki, teknologi yang telah ada, dan hal-hal lain yang terkait  dengan Kegiatan yang diusulkan.

c. Keterkaitan Usulan Kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

d. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
1) Rencana Bentuk Kegiatan;
2) Metoda dan Teknik Pelaksanaan Kegiatan;
3) Perkiraan Output Kegiatan.
e. Analisa Kelayakan yang Dibutuhkan

1) Analisa Hukum;
2) Analisa Kelayakan Teknis;
3) Analisa Kelayakan Ekonomi;
4) Analisa Kelayakan Keuangan;
5) Analisa Kelembagaan.
f. Rencana Kerja dan Pembiayaan

1) Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
2) Perkiraan Biaya dan Jadwal Pembiayaan.
g. Kesimpulan

Dalam beberapa hal, dokumen Studi Kelayakan Kegiatan dapat berisi lebih lengkap dari informasi yang diuraikan pada bagian di atas. Semakin besar dan kompleks suatu Kegiatan, umumnya akan memerlukan Studi Kelayakan Kegiatan yang lebih luas dan mendalam. Hal ini dilakukan agar manfaat dan risiko yang ditimbulkan dan yang akan diperoleh dapat dihitung dengan lebih akurat.

III. KERANGKA ACUAN KEGIATAN
Kerangka Acuan Kegiatan disusun setelah studi kelayakan Kegiatan dibuat dan merupakan gambaran rinci mengenai rancangan pelaksanaan Kegiatan, ketentuan arahan dalam melaksanakan Kegiatan dan rencana pelaksanaan Kegiatan yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah. Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan harus dibuat secara rinci yang sekurang-sekurangnya memuat:

a. Pendahuluan

Pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal yang sekurang-sekurangnya memuat:

(1) latar belakang;
(2) maksud dan tujuan;
(3) sasaran yang ingin dicapai.
Latar belakang harus memberikan informasi awal mengenai kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui Kegiatan ini. Pada bagian ini juga perlu menggambarkan kebutuhan akan diadakannya Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah.

Maksud dan tujuan harus menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan yang merupakan penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

Sasaran yang ingin dicapai harus menggambarkan secara umum kondisi yang diharapkan tercapai beserta parameter-parameter untuk mengukur keberhasilan secara umum.

b. Lingkup Kegiatan
Pada bagian ini, harus dijabarkan informasi mengenai Kegiatan yang sekurang-sekurangnya memuat:

(1) ringkasan Kegiatan;
(2) volume dan skala Kegiatan;
(3) jenis konstruksi .
Ringkasan Kegiatan harus menggambarkan bagian-bagian Kegiatan yang akan dilaksanakan di mana mencakup studi, perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan sebagainya. Ruang lingkup Kegiatan perlu diuraikan dari Kegiatan umum ke Kegiatan yang lebih rinci sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Kegiatan yang diusulkan.

Volume dan skala Kegiatan menggambarkan mengenai besarnya Kegiatan dengan ukuran kuantitatif dengan unsur-unsur yang terkait Kegiatan. Unsur-unsur ini, misalnya luas tanah, luas dasar bangunan, dsb.

Jenis konstruksi menggambarkan mengenai bentuk konstruksi beserta penjelasan rinci secara teknis.

c. Rencana Alokasi Anggaran

Bagian ini menjelaskan mengenai perkiraan biaya serta rencana punggunaan dana yang didapatkan dari hasil penerbitan Obligasi Daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai jadwal pembiayaan dan sumber dana. 

d. Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan
Manajemen Kegiatan terkait dengan pengelolaan Kegiatan yang bersifat teknis, administrasi, dan sumber daya dalam pelaksanaan Kegiatan. Organisasi pelaksana Kegiatan berisi mengenai struktur organisasi dan pihak-pihak yang bertanggungjawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan Kegiatan. 

e. Metode dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan
Metode pelaksanaan Kegiatan menggambarkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan sehingga Kegiatan dapat menghasilkan penerimaan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Kegiatan.

Prosedur pelaksanaan Kegiatan mengambarkan tata cara dan tahapan-tahapan pelaksanaan suatu Kegiatan dengan merinci pada bagian-bagian Kegiatan sehingga rencana bagian-bagian Kegiatan dapat diimplementasikan dengan terorganisir.

f. Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian ini menjelaskan mengenai rencana pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencantumkan pula data tentang sumber-sumber barang/jasa dan alternatifnya.

g. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini menjelaskan rencana waktu pelaksanaan Kegiatan yang berisi alokasi waktu yang terbagi dalam masing-masing bagian Kegiatan.

IV. 
FORMAT PERHITUNGAN TENTANG KEMAMPUAN DAERAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH (DSCR)

	NO.
	URAIAN
	REALISASI
	% RATA2 PER-TUMBUH-AN/
TAHUN
	TAHUN BER-JALAN
	PROYEKSI
(sesuai Jangka Waktu
Obligasi Daerah)

	
	
	THN 

(-3)
	THN 

(-2)
	THN 

(-1)
	
	
	THN (1)
	THN (2)
	THN (3)
	THN (4)
	THN (5)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	   PENDAPATAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.1.1 Pajak Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.1.2 Retribusi Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.1.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2
	DANA PERIMBANGAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.2.1  Bagi Hasil Pajak
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.2.3 Dana Alokasi Umum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.2.4 Dana Alokasi Khusus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3.1  Hibah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3.2 Dana Darurat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                                                           Jumlah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	   BELANJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1
	JENIS BELANJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.1  Belanja Pegawai Negeri Sipil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.2 .Belanja Barang dan Jasa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.3  Belanja Modal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.4  Bunga *
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	         2.4.4.1 PINJAMAN KEPADA DEPKEU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                     3.2.3.1.1 SLA No………….Tgl …………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                     3.2.3.2.1 RDA No………….Tgl …………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	         2.4.4.2 PINJAMAN KEPADA PIHAK KETIGA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.5  Subsidi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.6  Hibah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.7  Bantuan Sosial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.8  Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.4.9  Belanja tidak terduga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                                                            Jumlah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	SURPLUS /DEFISIT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 PEMBIAYAAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1
	PENERIMAAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th. Lalu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.1.2 Transfer Dari Dana Cadangan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Dipisahkan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.1.5 Penerimaan Piutang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 2
	PENGELUARAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.2.3 Pembayaran Hutang Pokok Yg Jatuh Tempo *
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	         3.2.3.1 PINJAMAN KEPADA DEPKEU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                     3.2.3.1.1 SLA No………….Tgl …………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                     3.2.3.2.1 RDA No………….Tgl …………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	         3.2.3.2 PINJAMAN KEPADA PIHAK KETIGA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran Thn Berjalan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	PERHITUNGAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  DSCR =   (PAD+DAU+(DBH-DBHDR)) - BELANJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                  P + B + BL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PAD = Pendapatan Asli Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DAU = Dana Alokasi Umum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DBH = Dana Bagi Hasil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	BELANJA = Belanja PNS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	P = Amortisasi Pokok Obligasi Daerah **
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	B  = Bunga Obligasi Daerah
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	BL = Biaya Lain
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DCSR
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	   1. Penerimaan APBD Tahun (-1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   2. DAK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   3. Dana Darurat 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   4. Dana Pinjaman Lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   5. Penerimaan Lain yang Kegunaannya Dibatasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   6. Penerimaan Umum Tahun 2004 (1-(2+3+4+5))
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   7. 75% dari butir 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   8. Pinjaman Lama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   9. Pinjaman Baru
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  10. Kesimpulan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun Proyeksi APBD adalah sebagai berikut:

- [sebutkan]

- [sebutkan]
*   Jika ada

** Pokok Obligasi Daerah dibayarkan dalam bentuk “Baloon Payment” pada akhir jangka waktu Obligasi Daerah. Dalam perhitungan perkiraan DSCR setiap tahun, pokok harus diperhitungkan seolah-olah merupakan angsuran setiap tahunnya, misalnya dengan membagi pokok dengan jumlah tahun jangka waktu Obligasi Daerah.
MENTERI KEUANGAN,

ttd
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